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P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sukadana  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :  

Drs. M. Mastur alias M. Mastur bin M. Buchori, tempat dan tanggal lahir, Braja

Dewa,  24  Februari  1960,  umur  62  tahun,  agama  Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di P.

Tj  Raya  Permai  Blok  A2,  No  31,  RT 10,  Lk  I,  Kelurahan

Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar

lampung,  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus, tanggal 2 Januari  2022, yang telah terdaftar pada

Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana

Nomor  78/SKH/2022/PA.Sdn,  tanggal  11  Januari  2022,

memberikan kuasa kepada  Surya alhadi,  S.H. dan Satria

Wijaya, SH., pekerjaan Advokat, alamat Jl. Soekarno - Hatta

No.  393,  Desa  Pasar  Sukadana,  Kecamatan  Sukadana,

Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Suhartati binti Hadi Siswoyo, tempat dan tanggal lahir, Blitang, 05 Oktober

1959,  umur  62  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Catur Sakti, RT 003, RW 002,

Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur,

Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus,  tanggal  13

Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus

Pengadilan  Agama Sukadana  Nomor  164/SKH/2022/PA.Sdn,  tanggal

18  Januari  2022,  memberikan  kuasa  kepada  Timotheus  Tiopan
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Sihombing, S.H. dan Taufik Hidayat, SH., pekerjaan Advokat, alamat

Jalan Alpukat Nomor2, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat,

Kota Metro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  05

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada

tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  Termohon  yang  akad  nikahnya

berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Desember 1985,

berdasarkan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Way  Jepara,  Nomor  :

422/2/21/XII/85 tertanggal 17 Desember 2021; 

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus

Perawan dan dilaksanakan suka sama suka; 

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Pemohon di  Desa Sriwangi  selama 4 (empat)  tahun,  selanjutnya tinggal  di

rumah kediaman bersama di Desa Braja Sakti sampai dengan berpisah; 

4. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami  istri  dan telah dikaruniai  3  (tiga)  orang anak

bernama ; 

   - Anton Pratama  yang berumur 34 (tiga puluh empat) tahun; 

   - Rindang Citra Wulan  yang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun; 

   - Laras Rimadani  yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun; 

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  1988,  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus

menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

   - Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon; 
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   - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan; 

   - Termohon tidak mau mendukung pekerjaan Pemohon; 

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

   Termohon sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Pemohon, dan

Pemohon pernah pula menyatakan akan bercerai dari Termohon; 

7. Bahwa  puncak  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  akhir  bulan  Juli  2021,  penyebabnya  adalah  ketika

Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon, karena merasa tidak

tahan  dengan  perlakuan  Termohon,  lalu  Pemohon  pergi  meninggalkan

Termohon dan tinggal di rumah adik kandung Pemohon, sejak saat itu antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi,  sampai

saat ini kurang lebih sudah 5 (lima) bulan lamanya; 

8.   Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit

untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti  ini  sehingga pula  tujuan 

pernikahan  dalam  rangka  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, warahmah  tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

berketetapan  hati  untuk  menceraikan  Termohon  ke  Pengadilan  Agama

Sukadana; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primair:

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.   Memberi izin kepada Pemohon (Drs. M. Mastur alias M. Mastur bin M.

Buchori) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Suhartati

binti Hadi Siswoyo) 

3.   Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  

Subsidair:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil

adilnya (Ex Aequo et Bono); 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  dan  Termohon

datang menghadap sendiri di persidangan.
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua

belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi

tidak  berhasil,  dan  untuk  memaksimalkan  upaya  damai  maka  atas  pilihan

Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Khatimatus Sa`adah,

S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sdn

tanggal Selasa.

Bahwa  sesuai  dengan  laporan  mediator  tanggal  25  Januari  2022,

menyatakan  bahwa  Pemohon  mencapai  kesepakatan  untuk  damai  dengan

Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas

pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon,

dan menyatakan kembali  hidup rukun selayaknya suami  isteri  maka Pemohon

selanjutnya  menyatakan  mencabut  permohonannya  dan  selanjutnya  mohon

penetapan.

Bahwa  karena  Pemohon  telah  mencabut  permohonannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan.

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  penetapan  ini  maka  semua  berita  acara

persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar

dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun

membina  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka  untuk

memaksimalkan perdamaian,  sesuai  dengan PERMA No.  1  Tahun 2008 maka

Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  telah  terjadi

perdamaian  antara  Pemohon  dengan  Termohon  untuk  kembali  rukun  dalam

membina rumah tangganya.
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Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan

kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Pemohon  menyatakan  mencabut

permohonannya . 

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Pemohon  tersebut  tidak

melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud

Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini  dilakukan setelah

proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini

harus diperhitungkan. 

 Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang  perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  menjadi  Undang-undang  Nomor  50  Tahun

2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang  berhubungan

dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1.   Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

110/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Pemohon;  

2.   Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;  

3.   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  25  Januari  2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ratri Nurul

Hikmah,  S.Sy. sebagai  Ketua  Majelis,  Ahyaril  Nurin  Gausia,  S.H. dan  Ana

Latifatuz Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
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didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh Mashuri,  S.H.I,  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. 

Ketua Majelis

 

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.
Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I
Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

-  Biaya Meterai : Rp          10.000,00  

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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